
BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR                  :   loo.3.3.2 /Kep.1020 -Kesra/2023
IAMPIRAN                :   2 (dua) 1ampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEIAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREB0N,

Menimbang          :   a.   bahwa  dalam  mendukung  penyediaan  layanan  kesehatan
jiwa   yang   komprehensif   dan   integrasi   sebagai   upaya
penanggulangan  masalah  kesehatan  jiwa  di  masyarakat,
perlu dibentuk Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat;

Men8in8at

b.   bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud
dalam   huruf   a,   perlu   menetapkan   Keputusan   Bupati
tentang   Pembentukan   Tim   Pelaksana   Kesehatan   Jiwa
Masyarakat Kabupaten Cirebon.

:   1.    Undang-Undang     Nomor     14     Tahun     1950          tentang
Pembentukan        Daerah -D aerah        Kabupaten        D alam
Lingkungan  Propinsi  Djawa  Barat  (Berita  Negara  Republik
Indonesia   tanggal   8   Agustus   1950)   sebagaimana   telah
diubah   dengan   Undang-Undang   Nomor   4   Tahun   1968
tentang    Pembentukan    Kabupaten         Purwakarta    dan
Kabupaten  Subang    dengan    Mengubah  Undang-Undang
Nomor       14      Tahun       1950      tentang      Pembentukan
Daerah-Daerah   Kabupaten   Dalam   Lingkungan   Propinsi
Djawa    Barat    (Lembaran    Negara    Republik    Indonesia
Tahun    1968   Nomor   31,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia     Nomor 2851);

2.   Undang-Undang     Nomor      23      Tahun      2014      tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun   2014   Nomor   244,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)  sebagaimana telah diubah
beberapakali,   teraThir  dengan  Undang-Undang  Nomor  6
Tahun   2023   tentang   Penetapan   Peraturan   Pemerintah
Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang
Cipta   Kelja   menjadi   Undang-Undang   (Lembaran   Negara
Republik   Indonesia  Tahun   2023   Nomor   41,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;



3.   Undang-Undang Nomor  17 Tahun 2023  tentang Kesehatan
(Lembaran    Negara    Republik    Indonesia       Tahun    2023
Nomor     105,     Talnbahan    Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Nomor 6887);

4.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   2   Tahun   2018   tentang
Standar  Pelayanan   Minimal   (Lembarari   Negara   Republik
Indonesia   Tahun   2018   Nomor   2,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

5.   Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Standar     Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada
Standar   Pelayanan   Minimal   Bidang   Kesehatan    (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

6.   Peraturan    Daerah    Provinsi    Jawa    Barat    Nomor        11
Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010  Nomor  11  Serf E,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7);

7.   Peraturan Bupati cirebon Nomor            Tahun 2023 tentang
Tim  Koordinasi  Kesehatan  Jiwa  Masyarakat  di  Kabupaten
Cirebon

Memperhatikan   :   1.   Keputusan               Menteri               Kesehatan               Nomor
220/Menkes/SK/Ill/2002   tentang   Pedoman   Umum   Tim
Pembina,  Tim  Pengarah,  Tim  Pelaksana  Kesehatan  Jiwa
Masyarakat (TP-KJM) ;

2.   Keputusan               Menteri               Kesehatan               Nomor
406/Menkes/SK/VI/2009    tentang    Pedoman    Pelayanan
Kesehatan |Jiwa Komunitas;

3.   Keputusan          Gubernur         Jawa         Barat         Nomor
744.05/Kep.135-Kesra     2022     tentang     Tim     Koordinasi
Kesehatan Jiwa  Masyarakat Daerah I+ovinsi Jawa Barat.

MEMUTUSRAN   :

Menetapkan
KESATU                :   Membentuk    Tim    Pelaksana    Kesehatan    Jiwa    Masyarakat

Kabupaten  Cirebon,  dengan  Susunan  Tim  dan  Uraian  Tugas
sebagaimana  tercantum  dalam  Lampiran  I  dan  Lampiran  11
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

KETIGA

:   Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai
tugas penyelenggaraan program kesehatan jiwa masyarakat di
Kabupaten Cirebon.

:   Biaya  yang  diperlukan  untuk  kegiatan  tim  dan  mendukung
tugas   tim   sebagaimana   dimaksud   pada   Dilrfum   KEDUA
dibebankan  pada  Anggaran  Dana  Alokasi  Khusus  Non  Fisik
(DAK Non Fisik) Kabupaten Cirebon.



KEEMPAT             :   Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
padatanggal   26   0ktober   2023

BUPATI CIREB0N,

IMRON

Tembusan :
1.    Yth.  Ketua DPRD Kabupaten cirebon;
2.   Yth.  Inspektur Kabupaten cirebon.



LAMPIRAN I     :    KEPUTUSAN BUPATI  CIREBON
NOMOR               :loo.3.3.2 /Kep.1020 -Kesra/2023
TANGGAL           :26   0ktober   2023
TENTANG          :     PEMBENTUKAN TIM  PELAKSANA  KESEHATAN

JIWA MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN TIM PELAKSANA
KESEHATAN JIWA MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON

Pengarah
Koordinator

1.    Ketual

2.   Ketuall
3.   Sekretaris

4.    Bidang-bidang
A.    Koordinator

Kesehatan

An88Ota

Bupati Cirebon
Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon

Asi stem     Pemerintahan     dan     Ke sra     S etd a
Kabupaten Cirebon
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
1.     Sekretaris    Dinas    Kesehatan    Kabupaten

Cirebon
2.     Kepala     Bagian     Kesejahteraan     Rakyat

Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

Kepala  Bidang  Pengendalian  dan  Pencegahan
Penyakit   (P2P)    Dinas   Kesehatan   Kabupaten
Cirebon

:     1.     Kepala     Bidang    Kesehatan     Masyarakat
Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon

2.    Kepala    Bidang    Pelayanan    Masyarakat
Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon

3.     Subkoordinator      Palayanan      Kesehatan
Primer      Dinas      Kesehatan      Kabupaten
Cirebon

4.     Subkoordinator  Palayanan  Rujukan  Dinas
Kesehatan Kabupaten Cirebon

5.     Subkoordinator      Palayanan      Kesehatan
Bidang Mutu  Dinas  Kesehatan  Kabupaten
Cirebon

6.     Subkoordinator    P2PM    Dinas    Kesehatan
Kabupaten Cirebon

7.     Subkoordinator  P2PI`M  Keswa  dan  Napza
Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon

8.     Subkoordinator  SDM  Bidang  SDK    Dinas
Kesehatan Kabupaten Cirebon

9.     Subkoordinator  Kesga  dan   Gizi        Dinas
Kesehatan Kabupaten Cirebon

10.   Kepala puskesmas se-Kabupaten cirebon
11.    Pengelola Kesehatan Jiwa dan Napza
12.    Direktur RSUD Ariawinangun
13.    Direktur RSUD waled
14.    Direktur RSU Mitra plumbon
15.    Direktur RSU sumber waras
16.    Direktur RSU sumber Drip
17.    Direktur RSU UMC
18.    Subkoordinator Rujukan    Dinas Kesehatan

Kabupaten Cirebon
19.    Kepala    Badan    Penyelenggara    Jaminan

Sosial (BPJS) Cabang Kabupaten Cirebon



LAMPIRAN II     :    KEPUTUSAN BUPATI  CIREBON
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

/Kep.          -Kesra/2023

PEMBENTUKAN TIM  PELAKSANA  KESEHATAN
JIWA MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT
RABUPATEN CIREBON

1.   Pengarah
Memberikan arahan kebijakan dalam pelaksanaan penanggulangan Kesehatan
Jiwa Masyarakat di kabupaten Cirebon

2.    Koordinator
a.   Merumuskan   kebijakan   penanganan   kesehatan   jiwa   masyarakat   di

Kabupaten Cirebon;
b.   Mengoordinasikan     perencanaan     dan     pelaksanaan     penanggulangan

kesehatan jiwa masyarakat di Kabupaten Cirebon
C   Monitoring  dan  evaluasi  perkembangan  kesehatan  jiwa  masyarakat  di
.    Kabupaten cirebon;

d.   Melaporkan kegiatan penanggulangan kesehatan jiwa masyarakat kepada
Bupati Cirebon.

3.    Ketual
Membantu   Koordinator   dalam   merumuskan   kebijakan,   pengoordinasian.
monitoring dan evaluasi  serta pelaporan kegiatan  penanggulangan kesehatan
jiwa masyarakat kepada Bupati Cirebon.

4.    Ketuall
Bersama Ketua I dalam merumuskan kebijakan, pengkoordinasian, monitoring
dan   evaluasi   serta   pelaporan,   rehabilisasi   sosial   dalam   penanggulangan
kesehatan jiwa masyarakat kepada Bupati Cirebon

5.   Sekretaris
a.   Mengorganisir   pertemuan-pertemuan   secara   berkala   untuk   mereview

perkembangan   Kesehatan Jiwa Masyarakat
b.   Mencatat segala kegiatan dan perkembangan pelaksanaan Kesehatan Jiwa

Masyarakat di Kabupaten Cirebon
c.   Menyusun  laporan  secara  berkala  tentang  pelaksanaan  Kesehatan  Jiwa

Masyarakat di Kabupaten Cirebon

6.   Bidang-bidang
A.   Koordinator Kesehatan

1.      Menyusun  perencanaan  kegiatan  penanggulangan  kesehatan  jiwa
masyarakat;

2.      Menyusun     perencanaan,     pembinaan     dan     pengendalian    Tim
Pelaksana Kesehatan Jiwa  Masyarakat  (TP-KJM) Kabupaten;

3.      Membuat  jejaring  pelayanan  Kesehatan  Jiwa    Masyarakat  dengan
UPI`D   Puskesmas  &  Pelayanan   Kesehatari  lainnya  sebagai  pusat
rujukan;

4.      Bimbingan   teknis   tim   pelaksana   Kesehatan   Jiwa      Masyarakat
Kecanatan;

5.      Informasi   dan   penyuluhan   tentang  jenis   program/kegiatan   dan
prosedumya oleh tenaga profesional/tenaga terlatih;



6.      Konseling yang diberikan oleh tenaga psikologi klinis,  psikiater atau
tenaga yang terlatih;

7.      Pengobatan,  pemberian  obat-obatan  lainnya sesuai kebutuhan  klien
oleh psikiater atau dokter umum terlatih;

8.      Memberikari    kenyamanan,    keamanan    dan    perlindungan    pada
masyarakat sekitar penderita orang dengan gangguan jiwa (ODGJ);

9.      Memberikan pemahaman dan kepercayaan pada keluarga ODGJ atas
pelayanan ODGJ yang diberikan;

10.    Membantu memfasilitasi keluarga dalam proses penanganan/rujukan
pasien ODGJ agar mendapat jaminan kesehatan (BPJS PBI);

11.    Melakukan  preventif  dan  promotif  dalam  program  kesehatan  jiwa
masyarakat;

12.    Membuat    mekanisme    dan    proses    persyaratan    rujukan    yang
sederhana, mudah dan cepat bagi pasien jiwa;

8   Koordinator Rehabilitasi sosial

1.      Menyusun  perencanaan  kegiatan  penanggulangan  kesehatan  jiwa
masyarakat;

2.      Menyusun    pedoman    pendidikan    dan    pelatihan    dalam    upaya
rehabhitasi medik bagi pasien jiwa;

3.      Membuat program pendidikan kesehatan jiwa masyarakat;
4.      Melakukan  upaya  promotif dan  preventif dalam  program  kesehatan

j iwa masyarakat;
5.      Penyuluhan dan bimbingan sosial yang dipadukan dengan pembinaan

kesehatan  Jiwa Masyarakat  pada keluarga dan masyarakat;
6.      Rehabilitasi  sosial penyandang masalah  sosial   seperti gelandangan,

psikotik;
7.      Pengenalan Gejala Gangguan Jiwa sejak Dini;
8.      Pengenalan Dampak Negatif Gangguan Jiwa;
9.      Pengenalan Ham dan Hukum Bagi pengguna Napza;
10.    Pendidikan Kesehatan Jiwa Melalui sekolah/Pesantren;
11.     KIE Melalui Media;
12.    Konseling  yang  diberikan  oleh  tenaga  pendidik  atau  tenaga  yang

terlatih;
13.    Pengenalan bahaya Napza dan rokok di Kalangan Pelajar, Remaja dan

Rumah Tangga;

C.    Koordinator Bidang pemberdayaan.
1.     Menyusun petunjuk teknis program TP-KJM sektor pemberdayaan;
2.     Menyusun  rencana  kegiatan  berkaitan  upaya  pemberdayaan  ODGJ

yang telah dipulangkan dalam upaya recoveri;
3.     Bersama sama TP-KJM Propinsi menyusun perencanaan, pembinaan

dan  pengembangan  Kesehatan  Jiwa  Masyarakat  di  Kabupaten  dan
kecamatan;

4.     Monitoring   dan    Evaluasi   pelaksanaan   TP-KJM    kabupaten   dan
Kecanatan;

5.     Informasi   dan   penyuluhan   tentang  jenis   program/kegiatan   dan
prosedumya oleh tenaga profesional/ tenaga terlatih;

6.     Konseling yang diberikan oleh tenaga psikologi klinis,  psikiater atau
tenaga yg terlatih;

7.     Terapi  ken.a  dengan  membantu  individu  dan/atau  kelompok untuk
dapat    meningkatkan     kemampuan     fungsional     secara    optimal
(kemandirian, dcnd;in a;Tea produlcti:ulas,  percowatan diri dan  akfivilas
ga:ng bersif el rehaeast) ;

8.     Edukasi dalam meningkatkan keterampilan hidup dan interaksi sosial
oleh  psikiater,  dokter,  perawat,  psikologi,  peksos  dan    petugas  lain
yang kompeten;



9.     Spiritual melalui pembelajarari kerohanian sesuai dengan agama dan
kepercayaan klien oleh tokoh agama yang telah mendapat pelatihan
tentang gangguan mental;

10.   Dukungan    sosial    dengan    penyesuaian    masa    transisi    melalui
pembentukan klien, mengurus rumah;

11.   Rawat inap untuk pemberian terapi, pendidikan, pengobatan lanjutan
yang belum bisa tinggal di rumah untuk sementara waktu;

12.   Pendampingan dalam kunjungan rumah, pendampingan klien dalam
kegiatan   dan   advokasi   ke   pihak   tertentu   yang   dilakukan   oleh
pengelola kesehatan jiwa.

D.   Koordinator Bidang Penertiban dan Penegakan Gelandangan Psikotik
1.     Pengamanan, penyelamatan, evakuasi dan pendampingan pada pasien

yang masih dipasurig dan atau yang terlantar
2.     Melakukari  keljasama  dalam  memberikan  perlindungan,  keamanan

dan  keselalnatan  saat  evakuasi  ODGJ  bagi  pasien  maupun  Tim
Evakuasi.

BUPATI CIREBON,

IMRON



PEMERINTAH  KABUPATEN CIREBON
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan SunanKalijaga No. 7 Telp. (0231 ) 321197-321792 Fax. 321025
Website : www.cirebonkab.go.id email : setda@cirebonkab.go.id

SuMBER - 4561 1

NOT  A-DINAS

Kepada
Dari
Nomor
Tanggal
Lampiran
Pen`hal

Yth. Bupati Cirebon
Kepata Bagian Kesra Setda Kabupaten Cirehon
100.3.3.2  / 189 /Kesra
5 September 2023
1 (satu) berkas
Permchonan     Menandafangani     Surat     Keputusan     Bupati     Cirebon     ten
Tim Pelaksana Kesehatan Jivra Masyarakat Kabupaten Cirebon.

Bahwa  untuk  meningkatkan  peran  serfa   dinas/instansi/  lembaga  pemerinthh
daerah  dafam  menghadapi  masalah  kesehatan  jhra  masyarakat  dan  peningkafan
pelaksanaan  kerja  sema  di  bidang  promoff.  preventif,  kuraffi,  maupun  rehabilitatif
terhadap  masyarakat  dengan  gangguan  jhra  serta  untuk  mengurangi  dampaknya
terhadap kesejahteraan masyarakat;

Sehubungan  dengan  hal  tersebut  diafas,  kami  menyampaikan  permohonan
kepedaBapakagarberkenanmenandatanganiSuratKeputusanBupatiCirebonTentang
Tim Pelaksana Kesehafan Jivra Masyarakat Kabupaten Cirebon.

Biemikian    permohonan    kami,    alas    perkenan    Bapak    kami    sampaikan
terimakasih.

KEPALA BAGIAN KESRA
SETDA RABUPATEN CIREBON,

Dr. H. MASHURI. MJ>d.
Pembina Tingkat I

NIP.197110141994031003
Tembusan :
1.  Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2.  Yth. Wakil Bupati Cirebon;
3. Yth. Sekrctaris Daerah Kab. Cirebon;
4. Yth. Asisten Pemerinfahan dan Kesra Sctda Kab. Cirebon;
5,  Yth. Kabag Hukum Setda Kab. Cirebon.
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